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ABSTRAK

Peredaran rokok ilegal di Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, saat ini
memerlukan penegakan hukum yang kuat sebagai instrumen kontrol sosial dan
fiskal. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007
tentang Cukai, mengingat dampak nyata dari maraknya rokok ilegal adalah
penurunan pendapatan negara yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil
Tembakau (DBHCHT). Secara sosiologis dan geografis, keberadaan pabrik dan
pengusaha rokok ilegal di wilayah pedesaan Pamekasan sangat sulit dijangkau
karena tempat produksinya yang tersembunyi dan tidak sesuai dengan ketentuan
regulasi. Urgensi penelitian ini didasarkan pada fakta lapangan bahwa angka
peredaran rokok ilegal di Kabupaten Pamekasan tetap tinggi, bahkan tercatat Bea
Cukai Madura sempat mengamankan hingga 13 juta batang rokok ilegal. Kondisi
ini memicu pertanyaan krusial mengenai efektivitas penerapan sanksi pidana dan
kepastian hukum, dalam memberikan efek jera terhadap para pelaku.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan penegakan hukum
terhadap peredaran rokok ilegal di Kabupaten Pamekasan, mengkaji hambatan-
hambatan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum (khususnya Bea dan Cukai),
serta menganalisis kesesuaian penegakan hukum tersebut dalam perspektif Siyasah
Qada’iyyah. Guna mencapai tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan metode
penelitian hukum yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data
penelitian dikumpulkan melalui observasi lapangan, studi pustaka terhadap bahan
hukum primer, sekunder, dan tersier, serta wawancara mendalam (in-depth
interview) dengan pihak Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai
(KPPBC) TMP C Madura, aparat penegak hukum terkait, pemerintah daerah,
pelaku usaha, hingga masyarakat setempat. Data yang telah terkumpul kemudian
diuji validitasnya menggunakan teknik triangulasi data dan dianalisis secara
deskriptif-analitis.

Hasil penelitian ' menunjukkan: bahwa. penegakan: hukum terhadap peredaran
rokok ilegal di Kabupaten Pamekasantelah diupayakan secara preventif (sosialisasi
dan operasi pasar) dan represif (penyitaan, penyidikan, dan penerapan asas ultimum
remedium berdasarkan UU No. 7 Tahun 2021). Namun, efektivitas penegakan
hukum di lapangan masih-menghadapi kendala besar yang dianalisis melalui teori
Soerjono Soekanto dan Lawrence M. Friedman, seperti rendahnya kesadaran
hukum, faktor tuntutan ekonomi, keterbatasan fasilitas pengawasan, serta budaya
hukum masyarakat yang permisif karena tergiur harga rokok yang murah.
Kesimpulannya, dalam perspektif Siyasah Qada’iyyah (khususnya fungsi hisbah),
penegakan hukum terhadap rokok ilegal ini sah dan krusial demi menjaga
kemaslahatan umum (maslahah), mencegah kezaliman (zu/m), serta melindungi
hak keuangan negara dari praktik pengambilan harta secara batil. Oleh karena itu,
pemberantasan rokok ilegal di Pamekasan membutuhkan integrasi tindakan
represif, pendekatan edukatif berkelanjutan, serta sinergi aktif dari seluruh elemen
masyarakat.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Rokok Ilegal, Cukai, Siyasah Qada’iyyah
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ABSTRACT

The circulation of illegal cigarettes in Pamekasan Regency, East Java, currently
demands robust law enforcement as a tool for social and fiscal control. This is
aligned with the mandate of Law Number 39 of 2007 concerning Excise, given the
tangible impact of widespread illegal cigarettes on declining state revenues derived
from the Tobacco Excise Revenue Sharing Fund (DBHCHT). Sosiologically and
geographically, the existence of illegal cigarette factories and entrepreneurs in the
rural areas of Pamekasan is highly difficult to trace due to hidden production sites
that violate regulatory provisions. The urgency of this research is based on the field
fact that the circulation rate of illegal cigarettes in Pamekasan Regency remains
high, with Madura Customs and Excise even intercepting up to 13 million illegal
cigarette sticks. This condition raises a crucial question regarding the effectiveness
of criminal sanctions and legal certainty, specifically Article 54 of Law Number 39
of 2007 concerning Excise, in providing a deterrent effect for perpetrators of illegal
cigarette distribution and sales.

This study aims to analyze the implementation of law enforcement against the
circulation of illegal cigarettes in Pamekasan Regency, examine the obstacles faced
by law enforcement officials (specifically Customs and Excise), and analyze the
alignment of such law enforcement from the perspective of Siyasah Qada’iyyah. To
achieve these objectives, this study employs an empirical legal research method
with a descriptive qualitative approach. Research data were gathered through field
observations, literature reviews of primary, secondary, and tertiary legal
materials, as well as in-depth interviews with the Customs and Excise Olffice
(KPPBC) TMP C Madura, related law enforcement officers, local governments,
business actors, and the local community. The collected data were validated using
data triangulation techniques and analyzed wusing a descriptive-analytical
approach.

The results’show that law" enforcement" against -the circulation of illegal
cigarettes in Pamekasan Regency has been pursued through preyentive measures
(socialization_ and “market operations) . and' repressive_ actions (seizures,
investigations,sand the application of the ultimumgremedium principle under Law
No. 7 of 2021). However, the effectiveness of law enforcementin the field still faces
major obstacles analyzed through the theories of Soerjono Soekanto and Lawrence
M. Friedman, such as low legal awareness, economic demands, limited
surveillance facilities, and a permissive community legal culture drawn by cheap
cigarette prices. In conclusion, from the perspective of Siyasah Qada’iyyah
(specifically the hisbah function), enforcing the law against illegal cigarettes is
legitimate and crucial to safeguard the public interest (maslahah), prevent injustice
(zulm), and protect state financial rights from the practice of consuming wealth
wrongfully. Therefore, combating illegal cigarettes in Pamekasan requires an
integration of repressive actions, sustainable educational approaches, and active
synergy from all elements of society.

Keywords: Law Enforcement, Illegal Cigarettes, Excise, Siyasah Qada’iyyah
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MOTTO
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“Hidup bukan saling mendahului, bermimpilah sendiri-sendiri’

- Hindia (Baskara Putra)
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan

bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan

Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini

meng- gunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri

Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar

uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab (Nama Huruf latin Nama

‘ Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan
< Ba‘ B Be

< Ta* T Te

< Sa‘ S es (dengan titik di atas)
d Jim J Je

C Ha‘ H ha (dengan titik di bawah)
Fi Kha* Kh ka.dansha

2 Dal D De

3 Zal Z ze (dengan titik di atas)

B Ra‘ R Er

J Zai Z Zet

o Sin S Es
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Huruf Arab [Nama Huruf latin Nama

o Syin Sy es dan ye

o= Sad S es (dengan titik di bawah)
o2 Dad D de (dengan titik di bawah)
i Ta T te (dengan titik di bawah)
= Za‘ V4 zet (dengan titik di bawah)
¢ _Ain _ koma terbalik di atas

¢ Gain G Ge

o Fa‘ F Ef

S Qaf Q Qi

<l Kaf K Ka

J Lam I _el

3 Mim M _em

J Nun N _en

s Waw \\ W

o Ha’ H Ha

s Hamzah Apestrof

S Ya‘ Y Ye
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B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

A Ditulis muta’addidah
s Ditulis ‘iddah
C. Ta’Marbitah di Akhir Kata
1. Bila dimatikan ditulis h
& Ditulis hikmah
ik Ditulis ‘illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa

Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Biladiikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis

dengan h.

SRS
uaas30

Ditulis

Karamah al-Auliya’

3. Bila ta’ marbitah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan dammah

ditulis t atauh,

FURETS Ditulis Zakat al-Fitr
D. Vokal Pendek
1. -z ——  |Fathah Ditulis a
2. -z ——  [Kasrah Ditulis 1
3. —-&" - |Dammah Ditulis u
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E. Vokal Panjang

Fathah + alif Ditulis |2

1. Ditulis
ol Istihsan

Fathah + ya’ mati Ditulis |a

2.
G Ditulis |[Unsa
Kasrah + ya’ mati Ditulis [T
3.
A Ditulis |7 < qhwani
Ditulis [
Dammah + wawu mati
4.

o
Ditulis |‘Ulim

I.  Vokal Rangkap

Fathah + ya’ mati Ditulis a1

L ;B Ditulis
A e Gairihim

Fathah +wawu mati’| ‘pitalis - [AY

Js Ditulis Qaul

II.  Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

il Ditulis a’antum

e Ditulis u’iddat
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Ry Ditulis la’in syakartum

III. Kata Sandang Alif +Lam

a. Bila diikuti huruf Qamariyyah

oAl Ditulis Al-Our’an

il Ditulis al-Qiyas

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf

Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf / (el)nya.

Qayer Ditulis ar-Risalah

sl Ditulis an-Nisa’

IV.  Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

MO [Ditulis \ A | AhlarRa Vi

0% Ditulis A hl-as-Sunnah
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Rokok ilegal adalah rokok yang diproduksi atau diedarkan tanpa adanya
pemenuhan ketentuan cukai sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-
undangan. Cukai merupakan salah satu komponen penerimaan negara yang
dialokasikan kembali untuk pembiayaan kepentingan publik!. Peredaran rokok
ilegal menurunkan pendapatan negara dan berdampak pada pembangunan yang
bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau. Di era globalisasi,
peredaran rokok ilegal semakin meningkat, khususnya di Kabupaten Pamekasan,
karena harganya lebih murah. Namun, penjualan, peredaran, dan produksi rokok
tanpa pita cukai dapat dikenai sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai.

Sebagai bagian dari instrumen perpajakan, cukai memiliki peran strategis
dalam mendukung pembangunan ekonomi negara yang,tercermin dalam struktur
Anggaran = Pendapatan’ dany, Belanja Negara®. Dalam (rangka meningkatkan
kepercayaan 'masyarakat dari _segi pelayanan publik;tata kelola pemerintahan
yang baik, dan peningkatan kinerja, pemerintah menerapkan Undang-Undang
Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai. Dalam hal ini Direktorat Jenderal Bea dan

Cukai memiliki peranan penting dalam penindakan peredaran rokok ilegal. Rokok

! David Munsir, S. H. Ultimum Remedium Tindak Pidana Cukai-Strategi Memulihkan Kerugian
Pendapatan Negara. Jariah Publishing Intermedia, 2025.

2 Hardi Fardiansyah, S. E., et al. Kepabeanan Dan Beacukai. Penerbit Widina, 2023.

1
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merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang tergolong utama di
samping cukai atas minuman beralkohol dan etil alkohol dalam sektor
perpajakan’.

Penerimaan pajak dari sektor rokok dan tembakau secara konsisten
memberikan kontribusi signifikan setiap tahunnya, bahkan realisasinya kerap
melampaui target yang telah ditetapkan®. Meski cukai rokok menjadi sumber
penerimaan utama, masih banyak pabrik atau pengusaha yang mengedarkan
rokok ilegal tanpa pita cukai untuk menghindari kewajiban kepada negara.
Pelanggaran ini masih sering terjadi walaupun Bea Cukai telah melakukan
pengawasan’.

Hal ini dikarenakan banyaknya pabrik, khususnya pengusaha rokok ilegal,
yang sulit dijangkau keberadaannya karena tempat produksinya tidak sesuai
dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga
pihak Bea Cukai harus lebih detail dalam melakukan penindakan®. Di Provinsi
Jawa Timur, Kabupaten Pamekasan tergolong salah satu kabupaten yang
memiliki sektor’ usaha" di-bidang peredaran” rokok.” Pemerintah Kabupaten

Pamekasan-menyatakan bahwa razia peredaran rokok ilegal di Jawa Timur

3 Aziz, Warit, and Indah Cahyani. "Problematika Rokok llegal Tanpa Pita Cukai Dalam Perspektif
Law of demand dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai." INICIO LEGIS Vol.
4.1.2023. hlm 62-75.

4 Abd Manaf, Nor Aziah. Kelestarian dan Pertumbuhan Ekonomi Madani Melalui Peningkatan
Pematuhan dan Insentif Cukai (UUM Press). UUM Press, 2024.

5 Syahputra, Rendy Dwi, and Mega Dewi Ambarwati. " Pengaruh Kebijakan Tarif Cukai Terbaru
Terhadap Penjualan Rokok Ilegal: Nomor: 143/pid. sus/2023. PN. Lmg." Kultura: Jurnal Ilmu Hukum,
Sosial, dan Humaniora Vol. 1.5. 2023. hlm 128-137.

¢ Santoso, Andrianto Budi. Rekonstruksi Regulasi Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil
Tertentu



banyak ditemukan di wilayah Kabupaten Pamekasan’.

Selain dipasarkan di Provinsi Jawa Timur, rokok ilegal juga beredar ke
berbagai wilayah lain di Indonesia. Tingginya peredaran rokok ilegal tersebut
tercermin dari penindakan Bea Cukai Madura yang pada tahun 2025 berhasil
mengamankan sekitar 13 juta batang rokok ilegal yang diduga didistribusikan ke
berbagai daerah di Indonesia. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Madura
masih menjadi salah satu daerah asal peredaran rokok ilegal dengan jaringan
distribusi yang cukup luas®. Selain melakukan penindakan, KPPBC TMP C
Madura bersama KPKNL Pamekasan juga melaksanakan pemusnahan barang
bukti berupa 5.329.166 batang rokok ilegal senilai Rp5.411.330.680, yang
merupakan hasil 151 kali operasi penindakan selama periode 12 Oktober 2020
sampai dengan 30 Juni 2021, dengan potensi kerugian negara mencapai
Rp2.382.410.330. Data tersebut menunjukkan bahwa peredaran rokok ilegal
masih berlangsung secara sistematis sehingga penegakan hukum, termasuk
penerapan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai,
menjadi penting untuk “menindak” pelaku distribusi-maupun penjualan rokok

ilegal’,

7 Triargo, Kharel Prames. "Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Bea dan
Cukai Dalam Penyodikan Tiondak Pidana Peredaran Rokok Ilegal (Studi di Kantor Pengawasan dan
Pelayanan Bea Cukai Bandar Lampung).” (2019).

8 Kompas.com, “Bea Cukai Madura Klaim Amankan 13 Juta Batang Rokok Ilegal tapi Tak Sentuh
Pabrik, Hanya Tindak Sopir,” 19 November 2025, 19:18 WIB,
https://surabaya.kompas.com/read/2025/11/19/191830778/bea-cukai-madura-klaim-amankan-13-juta-
batang-rokok-ilegal-tapi-tak-sentuh

% Riswantoro, N. A. “Sinergi KPPBC TMP C Madura — KPKNL Pamekasan dalam Pemusnahan
Rokok Ilegal.” DJKN Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 30 Oktober 2021.


https://surabaya.kompas.com/read/2025/11/19/191830778/bea-cukai-madura-klaim-amankan-13-juta-batang-rokok-ilegal-tapi-tak-sentuh
https://surabaya.kompas.com/read/2025/11/19/191830778/bea-cukai-madura-klaim-amankan-13-juta-batang-rokok-ilegal-tapi-tak-sentuh

Berdasarkan laporan masyarakat, masih sering ditemukan pelaku yang
menggunakan pita cukai palsu dengan cara menempelkan pita cukai pada merek
rokok yang berbeda dari yang telah didaftarkan di Kantor Bea dan Cukai. Selain
itu, aparat Bea Cukai juga pernah mengamankan ribuan batang rokok ilegal yang
akan didistribusikan ke berbagai daerah di luar Pulau Madura, seperti Jawa
Tengah, Jawa Barat, DKI Jakarta, Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera.
Peredaran rokok ilegal tersebut tidak hanya mengakibatkan kerugian negara
akibat hilangnya penerimaan cukai, tetapi juga merugikan masyarakat sebagai
konsumen karena tidak adanya jaminan keaslian, mutu, dan legalitas produk yang
dikonsumsi. Di samping itu, peredaran rokok ilegal juga menciptakan persaingan
usaha yang tidak sehat bagi pelaku usaha yang telah memenuhi kewajiban
pembayaran cukai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan',

Peran aparat Bea Cukai sangat penting dalam menindak pelanggaran
seperti penggunaan pita cukai palsu dan peredaran rokok tanpa cukai. Data
penindakan dalam beberapa’ tahun terakhir menunjukkan adanya peningkatan
jumlah-rokoklegal yang berhasil diamankan serta adanya proses pidana terhadap
pelaku. Hal ini menunjukkan adanya upaya penegakan hukum, namun sekaligus
menandakan bahwa pelanggaran masih terus terjadi''.

Dalam perspektif hukum Islam, penegakan hukum terhadap pelanggaran

yang merugikan kepentingan umum sejalan dengan prinsip keadilan dan tanggung

10 Jonaedi Efendi, S. H. 1., S. H. Johnny Ibrahim, and M. M. Se. Metode penelitian hukum:
normatif dan empiris. Prenada Media, 2018.

' Benuf, Kornelius, and Muhamad Azhar. "Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen
mengurai permasalahan hukum kontemporer.” Gema Keadilan Vol. 7.1.2020. hlm 20-33.
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jawab pemerintah dalam menjaga ketertiban serta melindungi hak masyarakat.
Peredaran rokok ilegal yang menghindari kewajiban pembayaran cukai dapat
dipandang sebagai perbuatan yang merugikan keuangan negara dan bertentangan
dengan prinsip keadilan serta larangan mengambil harta secara batil. Rasulullah
SAW juga bersabda: “Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan
dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya.” (HR. Al-Bukhari dan
Muslim), yang menegaskan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab dalam
menegakkan hukum dan menjaga ketertiban demi kemaslahatan masyarakat.

Penelitian ini menggunakan teori Siyasah Qada’iyyah, yaitu konsep dalam
hukum tata negara Islam yang berkaitan dengan kewenangan lembaga peradilan
dan aparat penegak hukum dalam menegakkan keadilan serta menjatuhkan sanksi
terhadap pelanggaran hukum. Penyidikan, penuntutan, dan pemidanaan pelaku
rokok ilegal merupakan pelaksanaan fungsi al-qada’ untuk menjaga ketertiban
dan kepentingan umum.

Urgensi penelitian ini terletak pada masth tingginya angka peredaran
rokok ilegal di Kabupaten Pamekasan meskipun telah dilakukan berbagai upaya
penindakan-.oleh aparat Bea Cukai. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan
mengenai efektivitas penerapan Pasal 54'Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007
tentang Cukai dalam memberikan efek jera serta menjamin kepastian hukum.
Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis penegakan
hukum terhadap peredaran rokok ilegal di Kabupaten Pamekasan berdasarkan
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai serta ditinjau dari

perspektif Sivasah Qada’iyyah.



B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah

penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.

Bagaimana penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal di
Kabupaten Pamekasan berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun
2007 tentang Cukai?

Apa saja faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap
peredaran rokok ilegal di Kabupaten Pamekasan?

Bagaimana penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal di

Kabupaten Pamekasan berdasarkan perspektif Siyasah Qada’iyyah?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dan kegunaan penelitian ini disusun untuk memberikan

arah yang jelas terhadap pelaksanaan penelitian serta kontribusi yang diharapkan

dari hasil penelitian, baik secara teoretis maupun praktis, sebagai berikut:

1.

Tujuan Penelitian

a) Menganalisis—pelaksanaan " penegakan' hukum “terhadap peredaran
rokok ilegal di Kabupaten Pamekasan.

b) Mengkaji hambatan yang dihadapi aparat penegak hukum, khususnya
Bea dan Cukai, dalam pemberantasan rokok ilegal.

c) Untuk menganalisis penegakan hukum terhadap peredaran rokok
ilegal di Kabupaten Pamekasan berdasarkan perspektif Siyasah

Qada’iyyah.



2. Kegunaan Penelitian
a) Kegunaan Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah
keilmuan di bidang hukum, khususnya hukum pidana ekonomi,
serta memperkaya kajian mengenai integrasi antara hukum positif
dan hukum Islam dalam konteks penegakan hukum terhadap
tindak pidana ekonomi.
b) Kegunaan Praktis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan
masukan dan pertimbangan bagi aparat penegak hukum, terutama
Bea dan Cukai, serta pemerintah daerah dalam merumuskan
kebijakan dan strategi yang lebih efektif guna meningkatkan
pengawasan dan penanggulangan peredaran rokok ilegal di

Kabupaten Pamekasan.

D. Telaah Pustaka
Penelitian mengenai penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal
penting karena berdampak pada penerimaan negara, kepatuhan hukum
masyarakat, dan keadilan persaingan usaha, serta menimbulkan kerugian

keuangan negara dan gangguan stabilitas sosial ekonomi'?. Kajian terdahulu

12 Candela, Vincent, and Rasji Rasji. "Efektivitas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang
Cukai d alam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Ekonomi Rokok Ilegal di Indonesia." UNES
Law Review Vol. 6.2.2023. hlm 5215-5221.
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membahas peredaran rokok ilegal berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun
2007 tentang Cukai serta peran aparat penegak hukum dalam melakukan
pengawasan dan penindakan'®.

Kebijakan kenaikan tarif cukai rokok legal berdampak pada meningkatnya
harga jual rokok resmi di pasaran, sehingga mendorong sebagian konsumen
beralih ke rokok ilegal yang ditawarkan dengan harga lebih murah!*. Dari
perspektif yuridis, peredaran rokok ilegal merupakan pelanggaran serius terhadap
ketentuan cukai karena secara langsung menghilangkan potensi penerimaan
negara dan melemahkan sistem fiskal'>.

Penelitian yang dilakukan oleh Siregar (2024) menganalisis tindak pidana
peredaran barang ilegal jenis rokok melalui studi Putusan Nomor
1827/Pid.Sus/2020/PN.Sby!. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis
normatif dan menekankan pada aspek pembuktian serta pertimbangan hakim
dalam menjatuhkan putusan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana
peredaran rokok ilegal telah memenuhi unsur pidana berdasarkan Undang-
Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukat. Namun, penelitian ini terbatas

pada analisis’ putusan pengadilan dan belum ‘mengkaji efektivitas penegakan

hukum di tingkat daerah:

13 Syahputra, Irwandi, Erdianto Erdianto, and Widia Edorita. Penegakan Hukum Peredaran Rokok
llegal Tanpa Cukai Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai Di Wilayah Hukum Kantor Pengawasan Dan Pelayanan
Bea Dan Cukai (Kppbc) Tipe Madya Pabean B Kota. Diss. Riau University, 2016.

14 Aulana, Muhammad Saukhan, et al. "Kegagalan sistem perpajakan dalam menekan peredaran
rokok ilegal di indonesia." Jurnal llmiah Bisnis dan Perpajakan (Bijak) 7.1 (2025): 71-79.

15 Wibowo, Aan, et al. "Legal Policy in Overcoming the Circulation of Cigarettes of No Cigarette
Excise Tax Band." International Journal of Service Science, Management, Engineering, and
Technology Vol. 5.2.2024. him 11-15.

16 Siregar, Athur Morris. Analisis Yuridis Tindak Pidana Peredaran Barang llegal Jenis Rokok
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 1827/Pid.Sus/2020/PN.Sby). Tesis Magister Hukum,
Universitas Islam Sumatera Utara, 2024.
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Penelitian yang dilakukan oleh Nurzeha (2024) dengan judul
Implementasi Penegakan Hukum Cukai Rokok Melalui Dana Bagi Hasil Cukai
Hasil Tembakau (DBHCHT) dalam Menekan Peredaran Rokok Ilegal di Provinsi
Jawa Timur menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan
kualitatif. Penelitian tersebut membahas penegakan hukum cukai rokok di
Provinsi Jawa Timur yang berfokus pada pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai
Hasil Tembakau (DBHCHT) oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Hasil
penelitian menunjukkan bahwa implementasi penegakan hukum belum berjalan
optimal karena masih terdapat ketidaksesuaian antara regulasi dan praktik di
lapangan serta keterbatasan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan penegakan
hukum!”. Oleh karena itu, kajian tersebut lebih menitikberatkan pada aspek
kebijakan fiskal dan administratif dalam upaya pemberantasan peredaran rokok
ilegal.

Selanjutnya, penelitian Novanto (2023) mengkaji peran Kepolisian dalam
penanggulangan peredaran rokok ilegal tanpa pita cukai'®. Penelitian ini
menunjukkan-bahwa kepolisian melakukan upaya preventif dan represif, namun
menghadapi-kendala internal dan eksternal seperti keterbatasan kewenangan dan
sumber daya manusia.

Penelitian Nisa (2024) menganalisis efektivitas penegakan hukum
terhadap pelaku tindak pidana peredaran rokok ilegal dan menemukan bahwa

lemahnya koordinasi antarinstansi serta kompleksitas modus operandi pelaku

17 Nurzeha, Suci Yaqiluh. Legal Problems of Cigarette Excise Law Enforcement in East Java
Province: Study in East Java Pamong Praja Police Unit. Tesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik
Ibrahim, 2024.

18 Novanto, Afredo Darmawan. Peran Kepolisian dalam Penanggulangan Peredaran Rokok Ilegal
yang Tidak Dilengkapi Pita Cukai. Skripsi, Universitas Muhammadiyah Metro, 2023.
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menjadi faktor penghambat utama'®.

Penelitian Arrosyid (2024) mengenai penegakan hukum terhadap
peredaran rokok ilegal di Kabupaten Situbondo menunjukkan bahwa faktor
penyebab masih maraknya rokok ilegal antara lain keterbatasan sumber daya
aparat serta lemahnya pengawasan. Upaya yang dilakukan meliputi peningkatan
pengawasan dan sosialisasi kepada masyarakat menggunakan dana DBHCHT?.

Berdasarkan berbagai penelitian tersebut, dapat diketahui bahwa kajian
sebelumnya masih berfokus pada aspek hukum positif, kelembagaan, serta
hambatan teknis dalam penegakan hukum. Belum terdapat penelitian yang secara
khusus menganalisis penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal di
Kabupaten Pamekasan dengan pendekatan normatif berdasarkan Undang-Undang
Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai serta dikaji melalui perspektif Sivasah
Qadd’iyyah dalam hukum tata negara Islam. Oleh karena itu, penelitian ini
memiliki perbedaan dan kebaruan dalam mengintegrasikan analisis hukum positif

dan teori hukum Islam terhadap praktik penegakan hukum cukai di Kabupaten

Pamekasan.

E. Kerangka Teoritik
Pada dasarnya, setiap penelitian memerlukan kerangka teoritik sebagai
landasan konseptual dalam menganalisis permasalahan yang dikaji. Kerangka

teoritik berfungsi untuk memberikan arah analisis, menjelaskan hubungan antar

9 Nisa, S. C. C. Analisis Yuridis Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Peredaran
Rokok Ilegal. Disertasi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024.

20 Arrosyid, A. W. Penegakan Hukum terhadap Peredaran Rokok Ilegal di Kabupaten Situbondo.
Disertasi, Universitas Nurul Jadid, 2024.
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variabel, serta menjadi pijakan normatif dan filosofis dalam menarik kesimpulan.
Dalam penelitian ini, kerangka teoritik digunakan untuk menganalisis efektivitas
penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal di Kabupaten Pamekasan
dengan memadukan perspektif hukum positif dan hukum Islam.

Penelitian ini menggunakan tiga teori utama, yaitu: (1) Teori Penegakan
Hukum, (2) Teori Budaya Hukum, dan (3) Teori Siyasah Qada’iyyah. Ketiga teori
ini saling berkaitan dalam menjelaskan bagaimana norma hukum diterapkan,
bagaimana respons masyarakat terhadap hukum, serta bagaimana konsep
penegakan hukum dipandang dalam perspektif ketatanegaraan Islam.

1. Teori Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum merupakan suatu
proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan.
Yang dimaksud dengan keinginan hukum adalah pikiran-pikiran badan
pembentuk undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan perundang-
undangan. Penegakan hukum bukan hanya sekadar penerapan norma secara
tekstual, melainkan proses sosial yang melibatkan berbagai unsur, baik aparat
penegak-hukum maupun masyarakat sebagai subjek hukum?!.

Dalam konteks penelitian ini, teori penegakan hukum digunakan untuk
menganalisis bagaimana ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39
Tahun 2007 tentang Cukai diterapkan dalam praktik terhadap peredaran rokok
ilegal di Kabupaten Pamekasan, serta sejauh mana norma tersebut dapat

diwujudkan dalam realitas sosial.

21 Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Cet. ke-16 (Jakarta:
Rajawali Pers, 2019.
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Soerjono Soekanto juga mengemukakan bahwa efektivitas penegakan
hukum dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu:

1. Faktor hukum (substansi hukum),
2. Faktor penegak hukum,

3. Faktor sarana atau fasilitas,

4. Faktor masyarakat,

5. Faktor budaya hukum.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu
sama lain. Apabila salah satu faktor tidak berjalan optimal, maka penegakan
hukum cenderung tidak efektif. Dalam konteks penanggulangan rokok ilegal,
substansi hukum berkaitan dengan kejelasan norma cukai, faktor aparat
menyangkut profesionalitas dan integritas petugas, sarana berkaitan dengan
fasilitas pengawasan, sedangkan faktor masyarakat dan budaya hukum
berkaitan dengan tingkat kesadaran serta kepatuhan terhadap aturan cukai.

2. Teori Budaya Hukum Menurut Lawrence M. Friedman

Selain ‘menggunakan teori penegakan hukum, penelitian ini juga
menggunakan teori budaya hukum sebagai pisau analisis. Budaya hukum
merupakan bagian dari sistem hukum yang berkaitan dengan nilai, sikap, dan
pola perilaku masyarakat terhadap hukum??.

Menurut Lawrence M. Friedman, sistem hukum terdiri atas tiga unsur,
yaitu struktur hukum (legal structure), substansi hukum (legal substance), dan

budaya hukum (legal culture). Budaya hukum mencerminkan sikap

22 Al Kautsar, Izzy, and Danang Wahyu Muhammad. "Sistem hukum modern Lawrance M.
Friedman: Budaya hukum dan perubahan sosial masyarakat dari industrial ke digital." Sapientia Et
Virtus Vol. 7.2.2022. hlm 84-99.
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masyarakat terhadap hukum, termasuk tingkat kesadaran, kepatuhan, serta

kepercayaan terhadap lembaga penegak hukum?3.

Dalam konteks peredaran rokok ilegal, budaya hukum menjadi faktor
penting karena praktik peredaran barang tanpa pita cukai seringkali
dipengaruhi oleh faktor ekonomi, kebiasaan sosial, serta rendahnya kesadaran
hukum masyarakat. Apabila budaya hukum masyarakat masih permisif
terhadap pelanggaran cukai, maka penegakan hukum akan menghadapi
hambatan meskipun regulasi telah tersedia.

3. Teori Siyasah Qada’iyyah

Siyasah Qadd iyyah merupakan bagian dari konsep siyasah syar ‘iyyah
dalam hukum tata negara Islam yang berkaitan dengan kewenangan peradilan
dalam menegakkan hukum, menyelesaikan sengketa, dan menjatuhkan sanksi
demi terwujudnya keadilan. Dalam perspektif ini, negara memiliki otoritas
untuk menetapkan kebijakan dan menjatuhkan hukuman terhadap
pelanggaran yang merugikan kepentingan umum-selama tidak bertentangan

dengan .prinsip-prinsip  syariat*?.

Penegakan hukum © dalam Siyasah
Qada’iyyah tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga pada
keadilan substantif dan perlindungan terhadap hak masyarakat.

Tujuan utama Siyasah Qadd’iyyah adalah menegakkan keadilan

(‘adl), mencegah kezaliman (zu/m), serta menjaga ketertiban sosial. Negara

23 Razak, Askari. "Mewujudkan Pemilu Adil dan Bermartabat: Suatu Tinjauan Sistem Hukum
Lawrence M. Friedman." Fundamental: Jurnal llmiah Hukum Vol. 12.2.2023. hlm 471-488.

24 Fanisa, Hilda, Edi Yuhermansyah, and Aulil Amri. "A Siyasah Qada’iyyah Perspective on the
Implementation of Article 67 of Qanun Aceh No. 6/2014 in the Mahkamah Syar ‘iyyah of Banda
Aceh." MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum. 2025. hlm 166-178.
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sebagai pemegang otoritas memiliki tanggung jawab untuk melindungi harta
dan kepentingan publik dari praktik yang merugikan?’.

Peredaran rokok ilegal yang menghindari kewajiban pembayaran
cukai dapat dipandang sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak negara dan
masyarakat, karena berimplikasi pada berkurangnya penerimaan negara yang
seharusnya digunakan untuk kepentingan umum. Dalam perspektif Siyasah
Qada’iyyah, tindakan penindakan terhadap rokok ilegal merupakan bentuk
kewenangan pemerintah dalam menjaga ketertiban ekonomi dan melindungi
kemaslahatan masyarakat.

Dengan demikian, teori Siyasah Qada’iyyah dalam penelitian ini
digunakan untuk menganalisis legitimasi dan urgensi penegakan hukum cukai
dalam perspektif hukum Islam, serta menilai apakah kebijakan dan sanksi
yang diterapkan telah mencerminkan prinsip keadilan dan tanggung jawab

pemerintahan.

F. Metode Penelitian
Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk memperoleh-data yang akurat dan
sistematis dalam mengkaji masalah"hukum: Penelitian int menggunakan metode
penelitian hukum untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap
peredaran rokok ilegal di Kabupaten Pamekasan, melalui pendekatan normatif

dan empiris sebagaimana dijelaskan oleh Juliardi dkk.%S.

25 Andaru, Nibras, Muhammad Amin, and Aji Saptaji. "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 119/PUU-XXIII/2025 Tentang Perlindungan Terhadap Aktivis Lingkungan Hidup Perspektif
Siyasah Qadhaiyyah." AL-MUTSLA Vo. 7.2.2025. hlm 50-77.

26 Juliardi, Budi, et al. Metode penelitian hukum. CV. Gita Lentera, 2023.
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1.Sifat Penelitian
Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis’’, yaitu menggambarkan secara
sistematis penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal di Kabupaten
Pamekasan serta menganalisis efektivitas dan faktor yang memengaruhi
keberhasilan maupun hambatannya.
2.Jenis Penelitian
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif karena berfokus
pada pemahaman norma hukum, kebijakan, dan praktik penegakan hukum
berdasarkan makna, konteks sosial, dan realitas di masyarakat®.
3.Pendekatan Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan mengkaji

ketentuan hukum sekaligus penerapannya dalam masyarakat’

. Pendekatan ini
digunakan untuk menilai efektivitas Pasal 54 UU No. 39 Tahun 2007 dalam
menanggulangi peredaran rokok ilegal di Kabupaten Pamekasan, termasuk
implementasi penegakan hukum  oleh Bea Cukai dan tingkat kepatuhan
masyarakat.

4.Sumber-Data

Sumber data penelitian ini berupa data primer dan data sekunder yang

diperoleh melalui studi kepustakaan, yaitu bahan hukum terkait penegakan hukum

peredaran rokok ilegal berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007

27 Waloyo, Waloyo, M. Yusuf DM, and Rudi Pardede. "Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap
Peredaran Rokok Tanpa Pita Cukai Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang
Cukai." Journal Equitable Vol. 10.3.2025.

28 Qomariyah, Diah Dwi Rizki Putri. "Refleksi Sosiologi Hukum dalam Pembentukan dan
Implementasi Kebijakan Penegakan Hukum." WICARANA Vol. 4.2.2025. hlm 101-108.

2 Wiraguna, Sidi Ahyar. "Metode normatif dan empiris dalam penelitian hukum: Studi eksploratif
di Indonesia." Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum Vol. 3.3 .2024.
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tentang Cukai:
1. Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer merupakan peraturan perundang-undangan yang
menjadi dasar utama dalam penelitian ini, yaitu:
1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan
Perpajakan, khususnya ketentuan yang berkaitan dengan perubahan
dan penguatan pengaturan di bidang cukai;
2) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengendalian
Impor dan Ekspor Barang yang Dikenai Cukai,
3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang
Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil
Tembakau;
4) Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-16/BC/2020
tentang Tata Laksana Penindakan di Bidang Cukai.
2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum-sekunder merupakan ‘bahan hukum yang memberikan
penjelasan dan analisis terhadap bahan hukum primer,-meliputi buku-buku
hukum yang membahas teori penegakan hukum, hukum pidana, dan hukum
ekonomi, jurnal ilmiah mengenai penegakan hukum di bidang cukai dan
peredaran rokok ilegal, hasil penelitian terdahulu berupa skripsi, tesis, dan
disertasi yang relevan dengan penelitian ini, serta publikasi resmi dari instansi
pemerintah, khususnya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kantor
Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) TMP C Madura, dan

Kementerian Keuangan yang berkaitan dengan pengawasan, penindakan, dan
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penegakan hukum di bidang cukai.
3. Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan
petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan
sekunder, meliputi kamus hukum, ensiklopedia hukum, serta berbagai sumber
informasi hukum lain yang relevan dengan objek penelitian.
5.Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga
cara, yaitu:
a. Observasi

Teknik observasi dilakukan dengan cara mengamati secara
langsung kondisi dan fakta yang berkaitan dengan objek penelitian, yaitu
praktik peredaran rokok ilegal dan pelaksanaan penegakan hukum di
Kabupaten Pamekasan. Melalui observasi, peneliti diharapkan
memperoleh gambaran nyata mengenat bentuk peredaran rokok ilegal,
mekanisme pengawasan 'yang dilakukan oleh instansi terkait, serta kondisi
di lapangan yang dapat mendukung dan melengkapi-data yang diperoleh
melalui wawancara dan studi kepustakaan.

b. Studi Kepustakaan (Library Research)

Studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah bahan hukum
primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier guna
memperoleh pemahaman teoritis mengenai penegakan hukum, kebijakan
cukai, serta pengaturan peredaran rokok ilegal. Selain itu, peneliti juga

menggunakan data dan informasi yang diperoleh dari instansi terkait
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seperti Bea Cukai, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), serta pabrik
rokok yang berkaitan dengan pengawasan dan penindakan terhadap

peredaran rokok ilegal.

Wawancara

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan melalui in-depth
interview (wawancara mendalam) secara terstruktur dan semi terstruktur
untuk memperoleh data empiris mengenai praktik penegakan hukum,
pengawasan, penindakan, hambatan, serta dampak dan persepsi
masyarakat terhadap peredaran rokok ilegal di Kabupaten Pamekasan.
Teknik in-depth interview digunakan agar peneliti dapat menggali
informasi secara lebih komprehensif mengenai pengalaman, kebijakan,
serta praktik penegakan hukum di lapangan. Hasil wawancara diharapkan
dapat memberikan data yang akurat mengenai efektivitas penerapan
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 ‘tentang Cukai, hambatan yang
dihadapi’ aparat ‘penegak “hukum, ‘serta upaya yang'dilakukan untuk
menekan peredaran rokok ilegal.

Adapun narasumber dalam penelitian ini meliputi:

1. Pihak Badan Bea dan Cukai, khususnya pejabat atau petugas yang
secara langsung menangani pengawasan dan penindakan terhadap
peredaran rokok ilegal. Wawancara dilakukan untuk memperoleh
informasi mengenai mekanisme pengawasan, prosedur

penindakan, penerapan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun



19
2007 tentang Cukai, hambatan dalam pelaksanaan tugas, serta
upaya yang dilakukan untuk menekan peredaran rokok ilegal.

2. Aparat penegak hukum yang pernah melakukan penyitaan atau
penindakan terhadap rokok ilegal. Dari narasumber ini diharapkan
diperoleh informasi mengenai proses penyidikan, koordinasi
antarinstansi, kendala dalam pembuktian tindak pidana cukai, serta
pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku peredaran rokok
ilegal.

3. Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan, khususnya perangkat
daerah yang memiliki peran dalam pengawasan dan pembinaan.
Wawancara bertujuan memperoleh informasi mengenai bentuk
dukungan pemerintah daerah, pelaksanaan sosialisasi kepada
masyarakat, pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau
(DBHCHT), serta koordinasi dengan Direktorat Jenderal Bea dan
Cukai dalam upaya pemberantasan rokok ilegal.

4.~ Masyarakat, - khususnya-pelaku “usaha “dan konsumen yang
terdampak langsung ‘oleh" peredaran rokok-ilegal. Wawancara
dilakukan—untuk mengetahui” tingkat” pemahaman masyarakat
mengenai ciri-ciri rokok ilegal, alasan membeli atau menjual rokok
ilegal, dampak ekonomi maupun sosial yang dirasakan, serta
pandangan masyarakat terhadap efektivitas penegakan hukum
yang telah dilakukan.

6.Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa



20
pendekatan analisis hukum, yaitu:

Metode deskriptif analitis sangat tepat digunakan dalam penelitian
mengenai penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal karena penelitian ini
memerlukan pemahaman yang mendalam terhadap peraturan perundang-
undangan, konsep hukum, serta penerapan hukum dalam praktik. Melalui
penggabungan antara uraian yang sistematis dan analisis yang kritis, peneliti
dapat menggali informasi yang komprehensif dan relevan terkait penegakan
hukum terhadap tindak pidana cukai rokok ilegal, serta menyajikan gambaran
yang jelas mengenai permasalahan yang diteliti.

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa
pendekatan analisis hukum. Pertama, analisis normatif dilakukan dengan
mengkaji ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan
penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal, khususnya Undang-Undang
Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai beserta peraturan pelaksanaannya. Analisis
ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pengaturan hukum serta mekanisme
penegakan hukum terhadap tindak pidana cukai*?.

Teknik triangulasi data untuk meningkatkan keabsahan dan validitas data
penelitian. Triangulasi dilakukan’ dengan membandingkan ‘data yang diperoleh
dari berbagai sumber, seperti peraturan perundang-undangan, literatur hukum,
jurnal ilmiah, serta hasil wawancara atau dokumen pendukung lainnya. Dengan
adanya triangulasi, data yang diperoleh dapat diuji kebenarannya sehingga hasil

penelitian menjadi lebih objektif, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan

30 Kurniawan, Bintang Rendy, and Intan Lovisonnya. " Efektivitas Pasal 54 UU Cukai 39 Tahun
2007 terhadap Peredaran Rokok Ilegal di Kabupaten Sidoarjo." Indonesian Journal of Contemporary
Law Vol. 1.01.2026. hlm 1-12.
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secara ilmiah 3!,
G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun secara sistematis agar alur pemikiran dan
pembahasan mudah dipahami. Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri
atas lima bab.

Bab pertama berisi pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah,
rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka
teoritik, metode penelitian, serta sistematika pembahasan sebagai landasan awal
penelitian.

Bab kedua menguraikan landasan teoretis dan konseptual yang digunakan
sebagai pisau analisis dalam penelitian. Pembahasan meliputi Teori Penegakan
Hukum menurut Soerjono Soekanto beserta faktor-faktor yang memengaruhinya,
Teori Sistem Hukum dan Budaya Hukum menurut Lawrence M. Friedman, serta
Teori Siyasah Qada ’iyyah dalam hukum tata negara Islam. Selain itu, bab ini juga
menjelaskan konsep dasar mengenai peredaran rokok ilegal, ketentuan cukai, dan
sanksi pidana-berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai.

Bab ketiga berfokus pada penyajian- data lapangan mengenai kondisi
peredaran rokok ilegal di Kabupaten Pamekasan serta implementasi penegakan
hukum yang telah berjalan. Pembahasan dalam bab ini mencakup peran Kantor
Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Madura, koordinasi
antarinstansi seperti Polri, Satpol PP, dan Kejaksaan, pelaksanaan upaya preventif

berupa sosialisasi dan operasi pasar, serta tindakan represif berupa penyitaan dan

31 Agfanwarman, Muhammad, and Taufiq Nugroho. "Enforcement of Justice in Individual Crimes
Related to The Distribution of Illegal Cigarettes Without Excise Tax Stamps." JCH (Jurnal Cendekia
Hukum) Vol. 10.1.2025. hlm 1-13.
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penyidikan. Selain itu, dibahas pula penerapan sanksi pidana dan administratif
berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai.

Bab keempat merupakan inti analisis penelitian yang membahas
efektivitas penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal di Kabupaten
Pamekasan. Analisis dilakukan menggunakan teori penegakan hukum Soerjono
Soekanto melalui lima faktor penegakan hukum, yaitu faktor hukum, penegak
hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan budaya hukum, guna
mengidentifikasi faktor pendukung maupun penghambat di lapangan.
Selanjutnya, penegakan hukum tersebut dianalisis melalui perspektif hukum tata
negara Islam, khususnya relevansi tindakan aparat dan penerapan sanksi dengan
prinsip-prinsip Siyasah Qada’iyyah dalam menjaga kemaslahatan umum
(maslahah).

Bab kelima merupakan bagian penutup yang memuat kesimpulan dari
hasil penelitian berdasarkan rumusan masalah serta saran dan rekomendasi, baik
secara teoretis maupun praktis, bagi aparat penegak hukum, pemerintah daerah,
dan pihak terkait guna meningkatkan efektivitas penanggulangan peredaran rokok

ilegal di'Kabupaten Pamekasan.



BAB YV

PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai penegakan hukum
terhadap peredaran rokok ilegal di Kabupaten Pamekasan berdasarkan Undang-
Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, maka dapat disimpulkan beberapa hal
sebagai berikut:
1. Penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal di Kabupaten Pamekasan

Pada dasarnya telah dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, khususnya
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, melalui berbagai bentuk tindakan preventif
maupun represif. Upaya preventif dilakukan melalui kegiatan sosialisasi,
penyuluhan hukum, dan edukasi kepada masyarakat serta pelaku usaha mengenai
pentingnya penggunaan pita cukai resmi dan larangan'memperjualbelikan rokok
ilegal., Aparat juga melakukan pengawasan terhadap proses produksi, distribusi,
dan penjualan' rokok yang beredar di masyarakat..Sementara itu, upaya represif
dilakukan melalui operasi pasar, razia di tempat penjualan, penyitaan barang
bukti, penangkapan pelaku usaha yang melanggar ketentuan cukai, serta
penerapan sanksi administratif maupun pidana sesuai ketentuan Undang-Undang

Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai.
Penegakan hukum tersebut menunjukkan adanya komitmen pemerintah

dalam menekan angka peredaran rokok ilegal yang dapat merugikan negara dari

104
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sisi penerimaan cukai dan merugikan masyarakat dari sisi kepastian hukum serta
kualitas produk yang dikonsumsi. Namun demikian, dalam praktiknya penegakan
hukum terhadap peredaran rokok ilegal di Kabupaten Pamekasan masih belum
berjalan secara optimal. Hal ini dibuktikan dengan masih ditemukannya rokok
tanpa pita cukai, pita cukai palsu, maupun pita cukai yang tidak sesuai
peruntukannya di sejumlah wilayah.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas pengawasan dan
penindakan masih menghadapi berbagai hambatan, baik dari segi pengawasan
lapangan maupun kesadaran hukum masyarakat. Selain itu, penerapan sanksi
hukum terhadap pelaku peredaran rokok ilegal pada kenyataannya belum
sepenuhnya menimbulkan efek jera. Beberapa pelaku tetap melakukan kegiatan
produksi dan distribusi rokok ilegal karena faktor keuntungan ekonomi yang
cukup besar dibandingkan risiko hukum yang dihadapi.

Dengan demikian, penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal di
Kabupaten Pamekasan masth memerlukan penguatan dari sisi pengawasan,
koordinasi antarinstansi, ‘serta’ peningkatan kesadaran ‘hukum masyarakat agar
tujuan‘hukum berupa kepastian, keadilan, dan kemanfaatan-dapat tercapai secara
maksimal.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap peredaran rokok
ilegal di Kabupaten Pamekasan

Terdiri atas faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi
keterbatasan jumlah aparat penegak hukum dan petugas pengawasan cukai
dibandingkan dengan luas wilayah pengawasan yang harus diawasi. Selain itu,

keterbatasan sarana dan prasarana operasional, seperti fasilitas pengawasan dan
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teknologi pendukung, juga menjadi hambatan dalam melakukan pengawasan
secara menyeluruh terhadap peredaran rokok ilegal. Kurangnya koordinasi yang
optimal antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan instansi terkait juga
mempengaruhi efektivitas penegakan hukum di lapangan.

Faktor eksternal yang mempengaruhi penegakan hukum antara lain
rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat mengenai pentingnya
penggunaan pita cukai resmi dan dampak negatif dari peredaran rokok ilegal.
Banyak masyarakat yang masih membeli rokok ilegal karena harganya lebih
murah dibandingkan rokok legal, tanpa memperhatikan aspek legalitas dan
dampaknya terhadap penerimaan negara. Faktor ekonomi masyarakat juga
menjadi salah satu penyebab munculnya praktik produksi dan distribusi rokok
ilegal, karena sebagian masyarakat menganggap usaha tersebut dapat memberikan
keuntungan yang cepat dan mudah.

Selain faktor ekonomi, budaya masyarakat yang menganggap peredaran
rokok ilegal sebagai hal yang biasa dan tidak terlalu merugikan juga menjadi
kendala dalam "penegakan"hukum. Kurangnya “partisipasi masyarakat dalam
memberikan-informasi kepada aparat penegak hukum mengenai keberadaan
rokok ilegal turut menghambat proses penindakan. Di samping itu, perkembangan
jaringan distribusi rokok ilegal yang semakin luas dan terselubung menyebabkan
aparat mengalami kesulitan dalam melakukan pengawasan secara efektif.

Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal tidak
hanya membutuhkan tindakan represif semata, tetapi juga memerlukan
pendekatan edukatif, preventif, dan kerja sama aktif dari seluruh elemen

masyarakat agar penegakan hukum dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.
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B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, penulis memberikan
beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta aparat penegak hukum lainnya,
diharapkan dapat meningkatkan intensitas pengawasan dan penindakan terhadap
peredaran rokok ilegal di Kabupaten Pamekasan melalui operasi rutin, inspeksi
mendadak, serta pengawasan yang lebih ketat pada jalur distribusi dan tempat
penjualan rokok. Penegakan hukum harus dilakukan secara konsisten dan tegas
agar dapat memberikan efek jera kepada para pelaku pelanggaran cukai.

2. Pemerintah perlu meningkatkan kegiatan sosialisasi dan edukasi hukum kepada
masyarakat mengenai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007
tentang Cukai, khususnya terkait larangan memproduksi dan mengedarkan rokok
ilegal. Sosialisasi tersebut dapat dilakukan melalui penyuluhan di masyarakat,
media~sosial,; sekolah, ‘maupun “kerja sama ‘dengan tokoh ‘masyarakat agar
pemahaman hukum masyarakat semakin meningkat.

3. Aparat penegak hukum perlu memperkuat koordinasi dan kerja sama dengan
pemerintah daerah, aparat kepolisian, serta masyarakat dalam upaya memberantas
peredaran rokok ilegal. Kerja sama yang baik antarinstansi akan mempermudah
pertukaran informasi, pengawasan distribusi, serta pelaksanaan operasi
penindakan di lapangan.

4. Pemerintah diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan
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sarana prasarana pengawasan cukai agar proses pengawasan dapat dilakukan
secara lebih efektif dan menyeluruh. Penggunaan teknologi informasi dan sistem
pengawasan digital juga perlu dikembangkan untuk mendeteksi peredaran rokok
ilegal secara lebih cepat dan akurat.

. Kepada masyarakat, diharapkan agar lebih sadar hukum dan tidak membeli
ataupun memperjualbelikan rokok ilegal meskipun memiliki harga yang lebih
murah. Masyarakat juga diharapkan dapat berperan aktif dalam membantu aparat
penegak hukum dengan memberikan informasi apabila mengetahui adanya
kegiatan produksi maupun distribusi rokok ilegal di lingkungan sekitarnya.

. Pemerintah daerah perlu memberikan perhatian terhadap kondisi ekonomi
masyarakat dengan menciptakan peluang usaha dan lapangan pekerjaan yang
lebih layak, sehingga masyarakat tidak terdorong untuk terlibat dalam kegiatan
produksi maupun distribusi rokok ilegal sebagai sumber mata pencaharian.

. Dalam wupaya jangka panjang, diperlukan pendekatan yang tidak hanya
berorientasi pada penindakan hukum semata, tetapi juga pada pembinaan dan
pemberdayaan masyarakat."Dengan demikian, penanggulangan peredaran rokok
ilegal 'dapat-dilakukan secara lebih komprehensif, berkelanjutan, dan mampu

menciptakan kesadaran hukum yang lebih baik di tengah masyarakat.
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